
 

 

 
 

 
 

 

BUPATI NUNUKAN 
PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 
PERATURAN BUPATI NUNUKAN 

NOMOR 13 TAHUN 2022 
 

TENTANG 

 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN 
TAHUN ANGGARAN 2021 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI NUNUKAN, 

 

Menimbang :   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan 

Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1 tahun 2022 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati  tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021; 

 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

  2. Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota 

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan 

Atas Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang  
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota 

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3962); 

3.  Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4.  Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 



 

 

5.  Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

6.  Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

 

 

 



 

 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 

2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 Nomor 5) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 11); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 

2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Nunukan Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 

Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 11); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  Anggaran 2021 

(Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 

Nomor 1). 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2021. 

 

Pasal  1 

 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2021 terdiri atas : 
 

a. Pendapatan : 

1. Pendapatan Asli Daerah    Rp.      176.077.409.030,17 

2. Dana Perimbangan    Rp.   1.185.595.058.784,06 

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah   Rp.        34.150.687.261,42 
                    

Jumlah Pendapatan         Rp.1.395.823.155.075,65  

 

b. Belanja : 

1. Belanja Operasi 

a) Belanja Pegawai       Rp.     469.251.819.277,00 

b) Belanja Barang dan Jasa    Rp.     388.385.505.763,81 

c) Belanja Bunga        Rp.                             0,00 

d) Belanja Subsidi       Rp.         1.187.074.350,00 

e) Belanja Hibah        Rp.       12.391.544.509,00 

f) Belanja Bantuan Sosial    Rp.         1.497.944.000,00 
      

                                                Rp. 872.713.887.899,81 

 

 



 

 

2. Belanja Modal 

a) Belanja Modal Tanah     Rp             876.393.900,57 

b) Belanja Modal Peralatan    Rp.       44.940.293.627,25 

Dan Mesin 

c)  Belanja Modal Gedung dan   Rp.       52.233.374.057,35 

Bangunan                

d)  Belanja Modal Jalan,     Rp.       92.070.793.721,64                               

 Jaringan dan Irigasi             

e)  Belanja Modal Aset Tetap    Rp.              52.184.000,00                   

 Lainnya                
 

           Rp. 190.173.039.306,24 

3. Belanja Tidak Terduga 

 Belanja Tidak Terduga     Rp. 4.512.656.700,00                          

  

4. Belanja Transfer 

a) Belanja Bagi Hasil      Rp.  262.953.043.418,00   

b) Belanja Bantuan Keuangan          Rp.      3.476.550.000,00                           

        

           Rp. 266.429.593.418,00 

                                  

Jumlah Belanja Dan Transfer             Rp.1.333.829.177.324,05 

  Surplus                   Rp.    61.993.977.751,60 

                  

c. Pembiayaan : 

1. Penerimaan            Rp.    36.291.868.232,03 

a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran      Rp.       35.989.659.445,84 

Tahun Anggaran Sebelumnya                                                      

b) Pencairan Dana Cadangan                Rp.           0,00 

c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah     Rp.                             0,00        

Yang Dipisahkan                                                                           

d) Penerimaan Pinjaman Daerah            Rp.                             0,00 

e) Penerimaan Kembali Pemberian         Rp.                             0,00   

Pinjaman Daerah     

                                                                     

f) Penerimaan Pembiayaan Lainnya      Rp.             302.208.786,19  

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan 

  

2. Pengeluaran            Rp.      1.500.000.000,00 

a) Pembentukan Dana Cadangan           Rp.                             0,00 

b) Penyertaan Modal Daerah                  Rp.         1.500.000.000,00    

c) Pembayaran Cicilan Pokok Utang       Rp.                             0,00 

Yang Jatuh Tempo                                                                        

d) Pemberian Pinjaman Daerah              Rp.                             0,00 

e) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya      Rp.                             0,00 

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan                

Perundang-Undangan 
 

Jumlah Pembiayaan Netto                       Rp.       34.791.868.232,03 

 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran    Rp.    96.785.845.983,63 

Tahun Berkenaan        

 



 

 

Pasal 2 

 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati Nunukan ini. 

        

Pasal 3 

 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

               

 Pasal 4 

 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati Nunukan ini. 

 

  Pasal  5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan. 

 
Ditetapkan di Nunukan 

pada tanggal 8 Agustus 2022 
 
BUPATI NUNUKAN, 

 
                    ttd 

 
ASMIN LAURA HAFID 

 

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 8 Agustus 2022 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, 
 

            ttd 
 

 SERFIANUS 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2022 NOMOR 13 
 

 


